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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian 

1. Pengertian perjanjian 

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. 

Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu secara sebagian”. Inti definisi tersebut adalah 

bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk 

melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara 

sebagian.
1
 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu 

hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis.
2
 

Demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, 

di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan 

                                                           
1
 Salim ,HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, 

Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 16. 
2
 Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, cetakan 19, Jakarta, Intermasa, hlm. 1. 
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persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat 

dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah 

sama artinya.
3
 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut 

sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban 

yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan 

tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan 

hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka 

akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.
4
 

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana 

tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua 

pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak 

begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam 

perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.
5
 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 

Yogyakarta, Liberti, hlm. 97-98. 
5
 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 

Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 63. 
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Dari definisi Pasal 1313 KUHPerdata, beberapa sarjana kurang 

menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan, rumusan Pasal 

1313 KUHPerdata mengandung kelemahan karena:
6
 

a. Hanya menyangkut sepihak saja. 

Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih 

lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu 

dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, 

dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-

pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik. 

b. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus. 

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan 

tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak 

mengandung consensus. Seharusnya digunakan kata 

persetujuan 

c. Pengertian perjanjian terlalu luas 

Luas lingkupnya juga mencangkup mengenai urusan janji 

kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, 

seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan 

kreditur dalam lapangan harta kekayaan.Perjanjian yang 

dimaksudkan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah 

perjanijan yang berakibat di dalam lapangan harta 

kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum 

tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang 

dimaksudkan. 

d. Tanpa menyebutkan tujuan. 

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidak mencantumkan 

tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-

pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk 

maksud apa diadakan perjanjian. 

 

2.  Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 

antara lain: 

                                                           
6
 Abdulkadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya 

hlm.78. 
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a. Kesepakatan 

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya 

kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini 

diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. yang 

dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian 

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan 

pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena 

kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada 

lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu 

dengan:
7
 

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;  

2) Bahasa yang sempurna secara lisan; 

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat 

diterima oleh pihak lawan. Karena dalam 

kenyataannya seringkali seseorang 

menyampaikan dengan bahasa yang tidak 

sempurna tetapi dimengerti oleh pihak 

lawannya;  

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak 

lawannya;  

5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau 

diterima pihak lawan 

 

Diberlakukannya kata sepakat dalam mengadakan 

perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah 

mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat 

                                                           
7
 Ibid, hlm. 7. 
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sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi 

perwujudan kehendak tersebut.
8
 

Beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya 

perjanjian antara pihak, yaitu:
9
 

1) Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan 

bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak 

pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan 

menuliskan surat. 

2) Teori pengiriman (verzendtheorie) 

mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada 

saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim 

oleh pihak yang menerima tawaran. 

3) Teori pengetahuan (vernemingstheorie) 

mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan 

seharusnya sudah mengetahui tawarannya 

diterima. 

4) Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) 

mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi 

pada saat pernyataan kehendak dianggap layak 

diterima oleh pihak yang menawarkan. 

 

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat 

kesepakatan tidak bebas, yaitu:
10

 

1) Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu 

persesuaian kehendak mempunyai gambaran 

yang keliru mengenai orangnya dan mengenai 

barangnya. 

2) Paksaan dalam arti luas meliputi segala 

ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang 

yang di bawah ancaman maka kehendaknya 

tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan. 

                                                           
8
 Mariam Darus Badrulzaman, et.al, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, 

Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 73.   
9
 Ibid, hlm. 74. 

10
 Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, hlm 

5. 
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3) Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak 

lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang 

keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan 

tidak sekedar bohong tetapi dengan segala 

upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau 

diam saja yang menimbulkan kekeliruan 

dalam kehendaknya. 

4) Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang 

mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa 

pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti 

keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat 

berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, 

atau tidak berpengalaman tergerak untuk 

melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun 

ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa 

sebenarnya ia harus mencegahnya. 

 

b. Kecakapan 

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk 

membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan 

termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum 

pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang 

menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. 

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, ditegaskan sebagai 

orang yang belum dewasa,  tidak cakap untuk membuat 

suatu perjanjian: 

1) Orang-orang yang belum dewasa; 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

undang-undang telah melarang membuat 

perjanjian tertentu. 
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Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan 

tidak terganggu ingatannya, cakap bertindak dalam lalu 

lintas hukum.  Orang dewasa yang terganggu ingatannya, 

anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah 

pengampuan dianggap tidak cakap bertindak dalam lalu 

lintas hukum.
11

 

Dalam membuat sesuatu perjanjian seseorang 

haruslah cakap bertindak dalam lalu lintas hukum, karena 

dalam perjanjian itu seseorang terikat untuk melaksanakan 

suatu prestasi dan harus dapat mempertanggung 

jawabkannya.
12

 Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam 

Pasal 1329 KUHPerdata “bahwa setiap orang adalah cakap 

untuk mengadakan persetujuan, kecuali orang-orang yang 

oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. 

 

c. Suatu Hal Tertentu 

Suatu hal tertentu dalam perjanjian, adalah objek 

perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu 

perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur, hal tertentu 

tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu 

prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari 

perjanjian tersebut. Prestasi tersebut harus tertentu atau 

                                                           
11

  R. Subekti, Op.Cit., hal. 19 
12

 Ibid. 
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paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) 

KUHPerdata). Kalau objeknya tidak tertentu, maka 

bagaimana orang dapat menuntut pemenuhan haknya dan 

melunasi kewajibannya.
13

 

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam 

Pasal 1332 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1334 

KUHPerdata adalah: 

1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan 

jenis dan dapat dihitung. 

2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-

barang yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum tidak dapat menjadi objek perjanjian) 

 

d. Suatu Sebab Yang Halal 

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah 

adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak 

memberikan pengertian tentang sebab. Pengertian causa 

bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan 

perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang 

untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian 

hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan 

causa adalah isi atau maksud dari perjanjian.
14

 

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena 

mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini 

                                                           
13

 J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian(Perjanjian Pada Umumnya), Bandung, 

Citra Aditya Bakti, hlm. 296. 
14

 Mariam Darus Badrulzaman et.al, Op.Cit, hlm. 81. 
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tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan 

dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena 

mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian 

yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka 

perjanjian batal demi hukum.
15

 

 

3. Unsur-Unsur Perjanjan 

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok 

dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur pokok tersebut karena 

selain unsur yang tersebut masih dikenal unsur lain dalam suatu 

perjanjian. 

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:
16

 

a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu 

kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur 

esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, 

dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai 

barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai 

barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut 

batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan. 

b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam 

undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para 

pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. 

Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur 

yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, 

jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat 

tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam 

KUHPerdata bahwa penjual harus menanggung cacat 

tersembunyi. 

c. Unsur Aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau 

mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. 

Sebagai contoh, dalam  jual beli dengan angsuran 

diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar 

                                                           
15

 Subekti, Op.Cit., hlm 20. 
16

 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 31-32. 
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utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan 

keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 

tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat 

ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. 

Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering 

ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan 

unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut. 

 

4. Asas-Asas Perjanjian 

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain: 

a. Asas Konsesnsulisme 

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian 

ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, 

apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah 

perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan 

pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya 

kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban 

bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian 

tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian 

tersebut.
17

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Mariam Darus Badrulzaman, 2011, KUHPerdata, Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasan, Cetakan ke 3, Bandung, Alumni, hlm. 113. 
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b. Asas Kebebasan Berkontrak 

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan 

kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal 

yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:
18

 

1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan 

perjanjian atau tidak.  

2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan 

melakukan perjanjian.  

3) Bebas menentukan isi klausul perjanjian.  

4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.  

5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk 

memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut 

mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji 

tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya 

undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.
19

 

 

 

 

                                                           
18

 Ibid, hlm 108. 
19

 Ibid, hlm 114. 
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d. Asas Itikad Baik 

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 

ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik. Di Belanda dan Jerman, itikad baik 

menguasai para pihak pada periode praperjanjian, yaitu 

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang 

wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak 

dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap 

praperjanjian, secara umum  itikad baik harus selalu ada 

pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak 

yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.
20

 

e. Asas Kepercayaan 

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 

menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak 

bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya, dengan kata 

lain akan memenuhi prestasinya. Tanpa ada kepercayaan 

pada kedua belah pihak maka perjanjian itu tidak mungkin 

diadakan oleh para pihak.
21

 

f. Asas Persamaan Hukum 

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan 

derajat dan tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Masing-

masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan 

                                                           
20

 Ahmadi Miru, Loc. Cit. 
21

 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata, hlm. 113. 
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mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu 

sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
22

 

g. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini 

merupakan kelanjutan dari asas persamaan.
23

 

h. Asas Moral 

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu 

perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak 

baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. 

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang 

bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan 

pada kesusilaan (moral), sebagi panggilan dari hati 

nuraninya.
24

 

i. Asas Kepatutan 

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdata. Asas 

ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, 

melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga 

oleh rasa keadilan dalam masyarakat.
25

 

 

 

                                                           
22

 Ibid, hlm. 114. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid, hlm. 115. 
25

 Ibid. 
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j. Asas Kebiasaan 

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdata. 

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang 

secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam 

keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.
26

 

 

5. Lahirnya Perjanjian 

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik 

tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak 

mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. 

Sepakat adalah kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang 

dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh 

pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. 

Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.
27

 

Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal 

terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi 

ada beberapa macam teori/ajaran, yaitu:
28

 

a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat 

kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa 

ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan 

bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya 

sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan 

secara otomatis. 

b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada 

saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang 

menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu 

                                                           
26

 Ibid, hlm. 115. 
27

 Subekti, Op. Cit., hlm 26. 
28

 Salim HS, OP.Cit., hlm 30-31. 
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bisa diketahui, bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak 

diketahui oleh pihak yang menawarkan. 

c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang 

menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa 

tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum 

diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). 

Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi 

penerimaan itu apabila ia belum menerimanya. 

d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada 

saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban 

dari pihak lawan. 

 

6. Wanprestasi 

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik 

karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja 

wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk 

memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak 

melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:
29

  

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi  

b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna  

c. Terlambat memenuhi prestasi  

d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian 

 

Akibat terjadinya wanprestasi, Ahmadi Miru menjelaskan 

bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari 

tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan antara lain:
30

 

a. Pembatalan kontrak saja;  

b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;  

c. Pemenuhan kontrak saja;  

d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. 

                                                           
29

 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 74. 
30

 Ibid, hlm. 75. 
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Sedangkan menurut Subekti, tuntutan atas terjadinya 

wanprestasi, antara lain:
31

 

a. Pemenuhan perjanjian;  

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;  

c. Ganti rugi saja;  

d. Pembatalan Perjanjian;  

e. Pembatalan disertai ganti rugi. 

 

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah 

debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri 

dari akibat buruk wanprestasi  tersebut. Tangkisan atau pembelaan 

tersebut dapat berupa:
32

 

a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (overmacht);  

b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi 

(exception non adimple contractus);  

c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan 

haknya atas pemenuhan prestasi. 

 

7. Overmacht 

Dalam KUHPerdata, keadaan memaksa (overmacht) diatur 

dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan 

bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya 

perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu 

disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 

dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. 

                                                           
31

 Subekti, Op. Cit., Hlm 53. 
32

 Ibid, hlm 76. 
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Selanjutnya, Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan bahwa tidak 

ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan 

memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang 

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 

melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dilihat bahwa keadaan 

memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak 

dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti 

debitur memaksa tidak menepati janjinya.
33

 Ada pun unsur-unsur yang 

harus memenuhi keadaan memaksa yaitu:
34

 

a. Tidak memenuhi prestasi;  

b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan tersebut  

c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. 

 

Akibat dari keadaan memaksa adalah:
35

 

a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;  

b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai 

dan karena itu tidak dapat menuntut;  

c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian; 

d. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk 

melakukan kontraprestasi. 

i. Jadi pada asanya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap 

hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting 

pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan 

itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan  terpaksa 

itu berhenti. 

                                                           
33

 Ibid, hlm 56. 
34

 Mariam Darus Badrulzaman, et,al, Op.Cit., hlm 25. 
35

 Ibid, hlm. 26. 
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e. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan 

memaksa adalah: 

1) Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan 

memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi).  

2) Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak 

gugat berdasarkan keadaan terpaksa, yang berutang 

memikul beban  untuk membuktikan adanya keadaan 

terpaksa. 

 

Ajaran-ajaran keadaan memaksa  (overmacht):
36

 

a. Ajaran overmacht yang objektif atau ajaran 

ketidakmungkinan yang mutlak. Ajaran ini menyatakan 

bahwa debitur dapat mengemukakan adanya overmacht 

kalau pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh 

semua orang. Misalnya, orang yang berprestasi seekor kuda, 

tetapi sebelum diserahkan, kuda itu mati tersambar petir. 

Ajaran ini didasarkan pada Pasal 1444, diluar perdagangan 

atau hilang. 

b. Ajaran overmacht yang subjektif atau ajaran 

ketidakmungkinan yang relatif. Debitur dapat 

mengemukakan adanya overmacht kalau pemenuhan 

prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri, 

misalnya debitur harus berprestasi sesuatu barang tetapi 

karena keadaan harga menjadi naik, kalau debitur 

berprestasi tetapi akan menimbulkan keberatan. Maka untuk 

ajaran yang subjektif dapat dikatakan juga difficultas 

sedang ajaran yang obyektif dapat dikatakan imposibilitas. 

 

8. Risiko 

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan 

karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang 

yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang 

mengangkutnya karam. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat 

bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya perjanjian. 

Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum 

                                                           
36

 Purwahid Patrik, Op. Cit., hlm. 19-20. 
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Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut 

dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari 

wanprestasi.
37

 

Risiko pada perjanjian sepihak telah diatur dalam KUHPerdata 

Pasal 1237 yang menyebutkan bahwa Pada suatu perikatan untuk 

memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur 

sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang 

bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi 

tanggungannya. 

Risiko dalam perjanjian sepihak seperti perjanjian untuk 

memberikan sesuatu barang, jika barang itu sebelum diserahkan, musnah 

karena suatu peristiwa yang di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian 

ini harus dipukul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima 

barang itu.
38

 Sedangkan risiko dalam perjanjian timbal balik, 

KUHPerdata mengaturnya pada Pasal 1460 (risiko dalam jual beli) dan 

Pasal 1545 (risiko dalam tukar menukar). Kedua pasal tersebut mengatur 

resiko pada perjanjian timbal balik tetapi sangat berbeda satu sama 

lainnya. 

Pasal 1460 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika barang yang 

dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat 

pembelian, barang itu menjadi tanggungan Si pembeli, meskipun 

                                                           
37

 Subekti, Op. Cit., hlm. 59 
38

 Ibid. 
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penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut 

harganya. 

Selanjutnya, Pasal 1545 KUHPerdata menyebutkan, jika barang 

tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan 

pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah 

memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia 

berikan dalam tukar-menukar. 

Memang kedua pasal di atas sangat berbeda. Pasal 1460 

KUHPerdata (jual-beli) meletakkan risiko pada pundaknya si pembeli, 

yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya (kreditur, 

karena ia berhak menuntut penyerahannya). Pasal 1545 KUHPerdata 

(tukar menukar) meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik 

barang yang dipertukarkan. Pemilik adalah debitur terhadap barang yang 

dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan.
39

 

Seorang pembeli yang baru saja menyetujui menurut Pasal 1460 

KUHPerdata, sudah dibebani dengan risiko mengenai barang itu. Pasal 

1460 KUHPerdata penuh dengan keganjilan. Hal tersebut bisa dipahami 

karena dikutip dari Code Civil Perancis. Menurut system Code Civil, 

dalam suatu jual beli barang tertentu, hak milik sudah berpindah kalau 

barangnya sudah diserahkan, sedangkan menurut sistem KUHPerdata, 
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dalam segala macam jual beli, hak milik baru berpindah kalau barangnya 

diserahkan.
40

 

 

9. Ganti Rugi 

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua 

klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril. Kerugian 

Materil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemohon, 

sedangkan kerugian imateril Yaitu kerugian atas manfaat yang 

kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau 

kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh 

Pemohon di kemudian hari. 

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena 

wanprestasi diatur dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur 

bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan 

Pasal 1252 KUHPerdata. 

Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 

1365 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah 

suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah 
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menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu 

timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti 

rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan 

kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat 

antara kreditur dengan debitur.
41

 

Ganti kerugian sebagaimana tertuang di dalam pasal 1243 

KUHPerdata di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu: 

a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya 

ongkosa cetak, biaya materai, biaya iklan. 

b. Kerugian karena Kerusakan, kehilangan benda milik 

kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-

buah karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah 

karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan prabot 

rumah tangga. 

c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga 

yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan  

(dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena 

kelambatan penyerahan bendanya. 

 

Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan, biaya, ganti rugi dan 

bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah 

dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. 

Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dalam wanprestasi, 

penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan 

jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan 

diperoleh sekiranya perjanjian tesebut dipenuhi dan ganti rugi bunga 

(interst). 
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Demi menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, 

undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus 

oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang 

meliputi: 

a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan 

(pasal 1247 KUHPerdata).  

b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, 

seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdata. 

c. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang 

(pasal 1250 ayat 1 KUHPerdata). Besarnya bunga 

didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Tetapi menurut Yurisprudensi, pasal 1250 KUHPerdata 

tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul 

karena perbuatan melawan hukum.  

 

Terhadap kerugian yang diderita yang disebabkan oleh tidak 

dipenuhinya kewajiban oleh pihak lain, maka pihak yang menderita 

kerugian dapat meminta ganti rugi berupa, biaya, kerugian, dan bunga 

sebagaimana diatur didalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain itu untuk 

membatasi tuntutan ganti rugi, KUHPerdata juga mengatur batasan-

batasan dalm tuntutan ganti rugi untuk menghindari tuntutan yang 

melewati batas sebagaimana diatur didalam pasal 1246 KUHPerdata, 

1247 KUHPerdata, 1248 KUHPerdata, dan 1250 KUHPerdata. 

 

10. Berakhirnya Perjanjian 

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu 

perikatan. Suatu perikatan dapat hapus sementara perjanjian yang 

menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan berakhir 
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apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus 

seluruhnya.
42

 

Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan 

berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan 

sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya 

suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam 

perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.
43

 Beberapa hal yang 

mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu:
44

 

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu 

perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh 

para pihak dalam perjanjian. 

b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-

undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUHPerdata bahwa 

para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak 

melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, 

yaitu hanya mengikat selama lima tahun. 

c. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa 

baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-

undang, misalnya: 

1) Pasal1603 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian 

kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh. 

2) Pasal 1646 KUHPerdata menentukan salah satu sebab 

berakhirnya suatu persekutuan adalah: dengan 

musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan 

yang menjadi pokok persekutuan; 

3) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di 

bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. 

d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah 

pihak maupun oleh salah satu pihak. Hanya dapat dilakukan 

pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam 
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 RH, Berakhirnya perjanjian, 

http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf, diakses 
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Pasal 1603 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa para 

pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan 

suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa. 

e. Adanya putusan hakim, misalnya dalam suatu perjanjian 

sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, 

maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan 

dengan putusan Pengadilan Negeri.  

f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya 

tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. 

Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi 

diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar 

harganya, maka perjanjian itupun berakhir. 

g. Dengan adanya perjanjian para pihak (Heroping). Pasal 

1338 ayat (2) KUHPerdata memberi kemungkinan 

berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 

 

B. Perjanjian Jual beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli  

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai 

dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata yang 

mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan. 

Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 KUHPerdata 

diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban 

yaitu: 

a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual 

kepada pembeli. 

b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang 

dibeli kepada penjual. 
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Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, 

dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal 

balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas 

suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang 

sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak 

penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada 

penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 

KUHPerdata. 

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, 

dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga 

dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang 

sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan 

barang.
45

 Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan 

dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi jual beli dianggap sudah 

terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata 

sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan 

maupun harganya belum dibayar. 

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian 

jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak 

membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang 

memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau 

pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 
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KUHPerdata dan 1267 KUHPerdata. Harga tersebut harus berupa 

sejumlah uang.  

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun 

ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli 

tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. 

Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari 

perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal 

lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut 

merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam 

perundang-undangan (KUHPerdata) atau biasa disebut unsur naturalia.
46

 

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena 

harus diikuti proses penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada 

jenis bendanya yaitu:
47

 

a. Benda Bergerak, penyerahan benda bergerak dilakukan 

dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut. 

b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh, penyerahan akan 

piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya 

dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah 

tangan. 

c. Benda tidak bergerak, untuk benda tidak bergerak, 

penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta 

yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek. 
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2. Lahirnya Perjanjian Jual Beli 

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. 

Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian 

KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik 

tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak 

sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli 

yang sah.
48

 

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya 

melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang 

yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat 

pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli 

tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui 

apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian 

tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian 

tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian 

adalah baik (setelah dicoba).
49

 

 

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli 

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-

kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu: 

a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan.  
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Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda 

berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan 

tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut: 

1) Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah 

penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama 

penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan 

secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak 

terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat 

banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per 

satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol 

tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai 

simbol dari penyerahan barang yang ada dalam 

gudang tersebut. 

2) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas 

nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta 

di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar 

penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi 

si berutang. 

3) Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya 

adalah melalui pendaftaran atau balik nama.
50

 

 

b. Menanggung atau menjamin barang tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata, ada dua hal yang 

wajib ditangggung atau dijamin oleh penjual terhadap 

barang yang dijualnya, yaitu: 

1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara 

aman dan tenteram; 

2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, 

yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan 

pembatalan. 

 

Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga 

pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan 
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tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam 

perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu 

penyerahan barang dilakukan.
51

 

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling 

utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga 

bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya 

tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPerdata 

sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai 

pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga 

barang yang dibeli. 

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si 

penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya 

pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak 

menyerahkan barangnya.
52

 Kewajiban pembeli di atas merupakan hak 

dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari 

pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak 

pembeli dan hak-hak penjual. 

 

4. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli 

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh 

suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Mengenai risiko jual 
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beli ini dalam KUHPerdata ada tiga peraturan sesuai dengan jenis barang 

yang diperjualbelikan, yaitu:
53

 

a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdata), barang 

tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat 

sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam istilah 

perdagangan, barang tersebut dinamakan “ready stock”. 

Mengenai barang tertentu ini, Pasal 1460 menetapkan bahwa 

risiko dipikulkan kepada pembeli walaupun barang belum 

diserahkan. 

b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah 

atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdata), risiko atas barang-

barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran 

diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang itu telah 

ditimbang, dihitung atau diukur. 

c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan 

(Pasal 1462 KUHPerdata), risiko atas barang-barang yang 

dijual menurut tumpukan diletakan pada si pembeli. 

 

 

5. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek 

dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari 

manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang 

atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu 

sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah 

dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa 

orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, 

sebagaimana dikemukakan berikut ini:
54

 

a. Jual beli antara suami istri 
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Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara 

suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka 

sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut 

harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun 

ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu: 

1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-

benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa oleh 

Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa 

yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.   

2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada 

isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan 

pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan 

benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang 

menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan 

dari persatuan.  

3) Jika istri menyerahkan barang-barang kepada 

suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang  telah 

dijanjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan. 

 

b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru 

Sita dan Notaris. 

Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli 

hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam 

sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu 

dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, 

rugi dan bunga. 

c. Pegawai yang memangku jabatan umum 

Pegawai yang memangku jabatan umum, yang dimaksud 

dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri 

terhadap barang yang dilelang. 
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Selanjutnya, untuk yang dapat menjadi objek dalam jual beli 

adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut 

tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak 

diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:
55

 

a. Benda atau barang orang lain   

b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang 

seperti obat terlarang   

c. Bertentangan dengan ketertiban, dan   

d. Kesusilaan yang baik. 

 

Pasal 1457 KUHPerdata memakai istilah zaak untuk menentukan 

apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 KUHPerdata, 

zaak adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti 

bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, 

melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik. 

 

C. Perjanjian Jual Beli Online 

1. Pengertian Jual Beli Online 

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering 

dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan 

secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan 

pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak 

perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem yang digunakan. 

Salah satunya adalah melalui media internet yang merupakan bentuk 

perkembangan mekanisme atau cara dalam perjanjian jual beli. 
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Jual beli online adalah transformasi modern proses jual beli 

konvensional. Jika pada umumnya kegiatan jual beli dilakukan antara 

penjual dan pembeli dan ada kontak langsung antara keduanya serta 

ditandai dengan bukti pembayaran dan dilakukan pada lokasi jual beli 

yang riil. Maka pada transaksi jual beli secara online adalah sebaliknya. 

Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada 

kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli di lakukan 

melalui komunikasi via handphone atau smartphone dengan perantara 

yaitu barang dagangan yang dijual melalui internet. 

Alur dalam transaksi jual beli online adalah penjual memasang 

gambar barang dagangannya di blog atau sosial media di internet dengan 

menyertakan harga dan informasi mengenai alamat serta nomor kontak 

penjual yang bisa dihubungi. Pembeli yang tertarik dan hendak membeli 

barang dagangan tersebut akan menghubungi si penjual via SMS atau 

lainnya melalui nomor kontak yang disediakan. 

Pada saat calon pembeli menghubungi pihak penjual, maka 

terjadilah komunikasi jual beli secara online. Apabila dalam komunikasi 

tersebut terjadi kesepakatan, maka pembeli akan membayarkan uang 

sesuai harga barang dagangan yang dijual. Metode pembayaran adalah 

transfer antar rekening bank. Penjual akan mengirimkan barangnya 

kepada pembeli setelah pembeli mentransfer pembayaran. Metode 

pengiriman menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa pengiriman. 
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Transaksi jual beli meski bersifat online tetap merujuk ke 

KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan, jual beli adalah 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah diperjanjikan. Selanjutnya Pasal 1458 

KUHPerdata berbunyi jual beli dianggap terjadi pada saat sepakat barang 

dan harga,heskipun belum diserahkan dan belum dibayar. Sementara isi 

Pasal 1459 KUHPerdata, „Hak milik belum berpindah selama belum ada 

penyerahan.
56

 

Pada transaksi jual beli online (e-commerce), para pihak terkait 

didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu 

bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan 

sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik 

(ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat 

dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. 

E-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen 

(consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan 

pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-

jaringan computer yaitu internet. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

ditarik beberapa unsur dari E-commerce, yaitu:
57

  

a. Ada kontrak dagang 
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b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik  

c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan  

d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public  

e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW  

f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional. 

 

Amir Hartman mendefinisikan E-Commerce sebagai suatu jenis 

dari mekanisme bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet 

sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah 

institusi dan konsumen langsung.
58

 

Bebrapa alasan E-Commerce menjadi pilihan transaksi bisnis 

dibandingkan dengan transaksi konvensional, yaitu:
59

 

a. Efisien dan efektif; 

b. Pemasaran produk dalam skala global, baik busines to 

busines maupun busines to customer; 

c. Prosedurnya lebih mudah dengan dukungan teknologi 

informasi (internet); 

d. Dapat diakses dimana saja (intas batas); dan 

e. Mekanisme pembayaran serts transaksi dapat dilakukan 

kapan saja dengan mudah. 

 

Perbedaan antara jual beli riil dan jual beli online adalah: 

a. Dalam jual beli rill penjual pembeli bertemu langsung, 

pembeli melihat barang dagangan langsung, pembayaran 

dilakukan langsung, dan setelah membayar pembeli 

langsung mendapatkan baragnya. 

b. Sedangkan jual beli secara online pada praktiknya tidak ada 

tatap muka penjual-pembeli, pembeli tidak bisa melihat 

barang dagangan langsung, dan setelah membayar pembeli 

harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan 

barang yang dibelinya. 
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2. Jenis-jenis Transaksi Dalam  E-commerce 

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli 

secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen 

saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:
60

 

a. Business to business: transaksi yang terjadi antarperusahaan 

dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah 

perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini 

dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama 

lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk 

menjalin kerja sama antara perusahaan itu. 

b. Business to customer: transaksi antara perusahaan dengan 

konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan 

secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan 

transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari 

konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah 

sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai 

dikalangan masyarakat. 

c. Customer to customer: transaksi jual beli yang terjadi antar 

individu dengan individu yang akan saling menjual barang. 

d. Customer to business: transaksi yang memungkinkan 

individu menjual barang pada perusahaan. 

e. Customer to goverment: transaksi jual beli yang dilakukan 

antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam 

pembayaran pajak. 

 

3. Para Pihak Dalam E-commerce 

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce terdiri 

dari:
61

 

a. Penjual (merchant), yaitu perusahaan/produsen yang 

menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi 

merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai 

merchant account pada sebuah bank, tentunya ini 
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dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran 

dari customer dalam bentuk credit card. 

b. Konsumen/card holder, yaitu orang-orang yang ingin 

memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara 

online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat 

berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen 

merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan 

dalam transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem 

pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan 

dengan mempergunakan credit card (kartu kredit) atau 

dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/cash. 

Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua 

konsumen yang akan berbelanja di internet adalah 

pemegang kartu kredit/card holder. Pemegang kartu kredit 

(card Holder) adalah orang yang namanya tercetak pada 

kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan 

perjanjian yang dibuat. 

c. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual 

dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang 

dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang 

meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan 

yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual 

barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang 

dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit 

dilakukan oleh pemilik kartu kredit/card holder, selanjutnya 

bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan 

uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit 

(issuer). 

d. Issuer, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan 

kartu. Di indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan 

untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu: 

1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua 

bank dapat menerbitkan credit card, hanya bank yang 

telah memperoleh ijin dari Card International, dapat 

menerbitkan credit card, seperti Master dan Visa card.  

2) Perusahaan non bank 

3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan 

induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express. 

e. Certification Authorities yaitu pihak ketiga yang netral yang 

memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada 

merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan 

kepada card holder. 

 



46 
 

Apabila transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara 

online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, 

sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak 

acquirer, issuer dan certification authority tidak terlibat di dalamnya. Di 

samping pihak-pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya 

tidak secara langsung dalam transaksi e-commerce yaitu jasa pengiriman 

(ekspedisi).
62

 

 

4. Mekanisme Jual Beli E-commerce 

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan 

transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang 

disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para 

pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk 

melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi 

elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim 

telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 20 ayat (1) UUITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik 

baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima 

dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran 

diterima secara elektronik. 

Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran 

transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan 

secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan 
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dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat 

dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau 

perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). 

 

5. Proses Pengikatan Jual-Beli melalui Internet 

Proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda 

dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata.  Proses pengikatan 

transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, 

sebagai berikut:
63

 

a. Penawaran 

Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha 

melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha 

menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan 

pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki 

website pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang 

ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi 

jual beli melalui di toko online ini adalah bahwa pembeli 

dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi 

ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website 

biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, 

harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang 

diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang 

termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. 

Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang 

menggunakan media internet memasuki situs milik penjual 

atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena 

itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet 

dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan 

sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. 

Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya 

dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang 

menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut. 

b. Penerimaan 

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang 

terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail 
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address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena 

penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju 

sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. 

Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh 

masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa 

saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan 

penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual 

atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk 

membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat 

kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang 

menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara 

elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon 

pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh 

penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau 

konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang 

ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu 

sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, 

selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap 

pembayaran. 

c. Pembayaran 

Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun 

tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu 

pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya 

melibatkan institusi finansial dan pemegang account 

yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit 

uangnya dari account masing-masing;   

2) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat 

dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara 

dengan menggunakan uang nasionalnya. 

3) Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umunya 

merupakan proses pembayaran yang menyangkut debet, 

kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang 

dapat digunakan antara lain: sistem pembayaran 

melalui kartu kredit online serta sistem pembayaran 

checkin line. 

4) Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, 

maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara 

account to account atau pengalihan dari rekening 

pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan 

kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan 
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melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor 

kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual 

dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi 

jual-beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan 

secara langsung karena adanya perbedaan lokasi antara 

penjual dengan pembeli walaupun dimungkinkan untuk 

dilakukan. 

d. Pengiriman 

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah 

pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual 

kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas 

penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang 

yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual 

kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana 

telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli. 

 

6. Hak dan Kewajiban pelaku usaha dan konsumen 

Pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui sarana internet 

(online) dalam UU ITE maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
64

 Pasal 

1 angka (6) UU ITE memberikan pengertian tentang Penyelenggara 

Sistem Elektronik sebagai pemanfaatan sistem elektronik oleh 

penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa 

penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang penyelenggara 

negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, 

dan/atau mengoprasikan sistem elektronik secara sendiri sendiri maupun 
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bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan 

dirinya dan/atau keperluan pihak lain. 

Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pelaku usaha wajib 

melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik sebagai 

konsumen, edukasi tersebut berkaitan dengan hak, kewajiban dan 

tanggung jawab seluruh pihak yang terkait, serta prosedur pengajuan 

komplain. Informasi yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Sistem 

Elektronik kepada Pengguna Sistem Elektronik sesuai dengan Pasal 25 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012  tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu mengenai Identitas Penyelenggara 

Sistem Elektronik, objek yang ditransaksikan, kenaikan atau keamanan 

sistem elektronik, tata cara penggunaan perangkat, syarat kontrak, 

prosedur mencapai kesepakatan dan jaminan privasi dan/atau 

perlindungan data pribadi. 

Pada transaksi jual beli online (e-commerce), para pihak terkait 

didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu 

bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan 

sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak 

elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau 

media elektronik lainnya. Oleh karena adanya hubungan hukum, maka 

akan timbullah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 

Konsumen merupakan pengguna akhir dari suatu produk, yaitu 

setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik 
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bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
65

  Secara umum dikenal ada 

4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:
66

 

a. hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);  

b. hak untuk mendapatkan informasi (the right to be 

informed);  

c. hak untuk memilih (the right to choose);  

d. hak untuk didengar (the right to be heard). 

 

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan. 

e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. 

h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya. 
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Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 yaitu: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa. 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

 

Selanjutnya untuk pelaku usaha, Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 

menyatakan hak pelaku usaha, yaitu: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad buruk. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya. 

 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan 

kewajiban pelaku usaha, yaitu: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif. 
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.  

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 

member jaminan dan/atau yang diperdagangkan.  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.  

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian 

apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan 

tidak sesuai dengan perjanjian. 

 


